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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR13 TAHUN 2016

TENTANG

TAHUN 2016

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V point 14

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2016, Perubahan Parsial yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah selanjutnya harus ditampung da/am
Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD serta
sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan an tar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran beIjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.Undang-Undang 3
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5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

13.Undang-Undang .4
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

18.Peraturan Pemerintah ..... 5
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

25.Peraturan Pemerintah .....6
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang
PengeloIaan Dang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor I8), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ten tang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4209);

31.Peraturan Pemerintah ....6
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teIah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 5717);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Nomor 5694);

38.Peraturan Pemerintah ...8
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38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kaIi diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Penge101aan Keuangan Daerah
sebagaimana te1ah beberapa kaIi diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DaIam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Penge101aan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

41. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri DaIam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Be1artiaDaerah dan Rancangan
Peraturan KepaIa Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
ten tang Penge1ompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

43.Peraturan Menteri 9
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 seri E);

50.Peraturan Daerah 10
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2009 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2009 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATIMAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasall

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. semula
b. bertambah/ (berkurang)

Rp.2.762.202.874.459,59
RD. (36.663.390.099.091

Jumlah pendapatan setelah Perubah an Rp.2.725.539.484.360,50

2.Belanja l1
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2. Belanja
a. semula Rp. 2.806.146.820.847,26
b. bertambah/(berkurang) RD. 96.384.199.126.24
jumlah belanja setelah Perubahan

surplus/ (defisit) setelah Perubahan

Rp.2.902.531.019.973,50

Rp. 176.991.535.613,00

3. Pembiayaan

a. penerimaan

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Rp. 112.943.946.387,67

RD' 126.901.209.225.33

jumlah penerimaan setelah Perubah an Rp. 239.845.155.613,00

b. pengeluaran

1) semula

2) bertambah/ (berkurang)

Rp. 69.000.000.000,00

RD. (6.146.380.000,00)

jumlah pengeluaran setelah Perubahan

jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan

Pasal2

RD' 62.853.620.000,00

Rp. 176.991.535.613,00

(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri
dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 372.572.560,661,31

RD. (13.861.269.007,01)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 358.711.291,654,30

b. Dana perimbangan

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 1.899.721.482.910,00

RD. (101.638.567.510,00)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 489.908.830.888,28

2) Bertambah/(berkurang) RD. 78.836.446.417,92

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubah an

Rp.1.798.082.915.400,00

Rp. 568.745.277.306,20

(2)Pendapatan 12
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(2) Pendapatan asH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 98.401.785.466,93

RD' (6.424.438.966,93)

Jumlah pendapatan asH daerah setelah Perubahan Rp.91.977.346.500,00

b. Retribusi daerah

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 27.888.643.176,09

RD' (5.000.598.850.75)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 22.888.044.325,34

Rp. 7.164.440.253,00

Rp. 86.359.043.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 10.506.465.802,85

2) Bertambah/ (berkurang) RD' (3.342.025.549,85)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asH daerah yang sah

1) Semula Rp.235.n5.666.215,44

2) Bertambah/ (berkurang) RD. 905.794.360,52

Jumlah lain-lain pendapatan asH daerah yang sah Rp.236.681.460.575,96
sete1ah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp.95.669.685.650,00

2) Bertambah/ (berkurang) RD.(9.310.642.650,00)

Jumlah dana bagi hasil sete1ah Perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp.1.225.932.872.000,00

RD' 0,00

Jumlah dana alokasi umum sete1ah Perubahan Rp.1.225.932.872.000,00

c. Dana alokasi khusus 13



C. Dana alokasi khusus

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

- 13 -

Rp.578.118.925.260,00

RD. (92.327.924.860,00)

Jumlah dana alokasi khusus sete1ah Perubah an Rp. 485.791.000.400,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf C terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah dari Pemerintah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (berkurang) RD. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) RD. 0,00

Jumlah Dana Darurat Sete1ah Perubah an Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula Rp.122.960.857.306,20

2) Bertambah/(berkurang) RD. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi
sete1ah Perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Rp. 122.960.857.306,20

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 250.269.330.000,00

RD. 0,00

Rp. 250.269.330.000,00Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus
sete1ah Perubah an

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp.116.678.643.582,08

2) Bertambah/(berkurang) RD. 76.482.826.417,92

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

Rp. 193.161.470.000,00

PasaI3 14
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Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 1.661.998.724.987,59

2) Bertambahf (berkurang) Rp. (29.491.990.099,60)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.632.506.734.887,99

b. Belanja langsung

1) Semula

2) Bertambahf(berkurang)

Rp. 1.144.148.095.859,67

Rp. 125.876.189.225,84

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 1.270.024.285.085,51

Rp. 1.261.652.485.802,57

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp.1.302.489.251.202,17

2) Bertambahf (berkurang) Rp. (40.836.765.399,60)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambahf (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambahf (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula

2) Bertambahf(berkurang)

Rp. 1.000.000.000,00

Rp 11.182.800.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 12.182.800.000,00

e) Belanja 15
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e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 363.000.000,00

2) Bertambahj(berkurang) RD. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 363.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 16.313.816.989,42

2) Bertambahj(berkurang) RD. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 16.313.816.989,42

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 340.622.656.796,00

2) Bertambahj(berkurang) RD 161.975.300,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp.340.784.632.096,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.210.000.000,00

2) Bertambahj (berkurang) RD. 0.00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.210.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 167.367.740.334,00

2) Bertambahj(berkurang) RD. 13.035.426.778,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.180.403.167.112,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.368.207.641.864,08

2) Bertambahj (berkurang) RD. 705.295.805,95

Jumlah belanja barang danjasa setelah Perubahan Rp.368.912.937.670,03

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 608.572.713.661,59

2) Bertambahj(berkurang) RD.112.135.466.641,89

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.720.708.180.303,48

Pasal 4 14
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Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 112.943.946.387,67

2) Bertambah/(berkurang) RD. 126.901.209.225,33

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp.239.845.155.613,00

b. Penge\uaran

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 69.000.000.000,00

RD. (6.146.380.000,00)

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 62.853.620.000,00

Rp.239.710.659.613,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. SILPAtahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 52.409.127.387,67

2) Bertambah/(berkurang) RD. 187.301.532.225,33

Jumlah SILPAsetelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 60.000.000.000,00

RD. (60.000.000.000,00)

0,00

534.819.000,00

(400.323.000,00)

Rp.

RD.

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sete1ahPerubahan Rp.

c. Penerimaan piutang daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp. 134.496.000,00

Rp. 58.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) RD. 49.000.000.000,00

Jumlah dana cadangan setelah Perubahan

b.Penyertaan Modal..... 15
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b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Oaerah

1) Semuia

2) Bertam bah / (berkurang)

Rp. 60.000.000.000,00

RD' (55.146.380.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 4.853.620.000,00

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semuia Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.

PasalS

0,00

Uraian Iebih Ianjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini, yang terdiri
dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBO;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBO menu rut Urusan Pemerintahan
Oaerah dan Organisasi SKPO;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBO menurut urusan Pemerintahan
Oaerah, Organisasi SKPO, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Oaerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Oaerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Oaerah dan Fungsi Oalam Kerangka
PengeIoIaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Oaftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran Vll Oaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIIIOaftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi oaerah;

Pasal6 18
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Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBD

Pasal7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka 6
pada tanggal, 1 Novemeer 2i)1

DUPATIMAJALENGKA

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal, 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D .• SH .•M.Pd.

NIP.19680327 199603 1003

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
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